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NASKAH KER.IASAMA
ANTARA

FAKULTAS SYARI'AH IAIN PURWOKf,,RTO
DENGAIY

ASBISINDO (ASOSIASSI BANK SYARTAH INDONESIA) DPW
BARLINGMASCAKEB

Nomor: lln.22lD.FsNn0l7
Nomor:Un.0l/F4lOT.0l.6/ n0$

TENTAN{G
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga puluh sau bulan Mei ahun dua ribu tujuh belas,

yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

NIP
Jabatan

Alamat

2. Nama

Jabatan

Alamat
Telepon

Faximile

: Dr. H. Syufr'at, M.Ag
: 19630910 199203 I 005

: Dekan Fakultas Syari'Eh IAIN Purwokerto
: Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 40 A Purwokerto

Kode Pos 531256

Telepon :0281435624,A2U428250
Faximile :0281{36553
Website :wwrv.iaupurqoke!@.aq]!!.
Email an aln unlo

Dalam hal ini bertindak dahn jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan

atas nama serta sah mewakili Fakultas Syari'ah Itrstitut Aqrma Islam Negeri

Purwokerto. Selanjurrya <lalam Naskah Kerjasama ini disebut PIHAK
PERTAMA

: Anggoro Wigryo Saputo. S.E.

: Ketua

: Jalan Pramuka 124 Purwokerto

:0281.642302

:0281.6,42302

Dalam hal ini b€rti(tak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan

6165 nam! s€rti sah mewakili ASBISINDO (Asosiasi Bank Syariah lndonesia)

I
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LIPW Barlingmascakeb. Selanlutnya ddan Naskah K{asar,ra ,;ri pIHAK
KEDUA.

Kedua belah pihak (Fakultas Syan ah Institut Agama Islam Negen purwokerto
dar ASBISINDO (Asosiasi Bank Syaridr Indonesia) DpW Barhng,rnascakeb
sepalat mengadakm kerjasama berdasarkan prinsip kemitraar rtan saling
mengurnrngksn- Nrskrh fsrjasam6 ini dalam pelaksanaan Tri Dharma perguruan

Tinggr mencakup beberapa hal pokok, seperti bidang Pendidikan dan pengqjaran,

Penelitian, PengaMian @a Masyarakat, Akeditasi Fakultas Syari'ah IAIN
Purwokerto serta kegiahn lainnya yalrg erat huburgannya dengan Tri Dhanra
perguruan Tinggi. Kedua belah pihah m€nerangtan terlebih dahulu dengan
berdasaftan dan meayadari sepenuhnya bahwa:

c. Bahwa rmtuk mendulorng terwujudnya peningkatan kualitas Fakultas

Syari'ah IAIN Purwokerto menjadi sebuah lembaga/institusi pendidikao,

menjadi sarana pe,nyaluran aspirasi masyarakat dalarn melahirkan insan-

insan penerrs Bangsa yang siap rnengisi panbangunan. maka kerjsama

antar Perguuan Tinggi mutlak diadakan demi terwujudnya pembangunan

sumber daya masing-masing Pergun-ran Tinggi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka kedua belah pihak

(Fakultas Syari'ah Institut Agama [slam Negeri Purwokerto dan ASBISINDO
(Asosiasi Bank Syariah Indonesia) DPW Barlingmascakeb) telah sepakat untuk

melaksanakan kajasama s€cara transparan dan saling menguntungkan, yang

pengelolaarurya dilaksanakan secara bersama-sama dengan kerenttran dan syarat-

syarat sebagaimana diuraikan dalarn pasal-pasal berikut:

)

a. Bahwa unnrk membantu Program Study (Prod| di Fakultas Syari'ah
Institut AC&na Islam Negen (IAIN) Purwokerto dalam pengurusan dan
pengajuan Alaeditasi Fakultas ke Badan Alaeditasi Nasional Perguruao
Tinggi(BAN-P/D.

b. Bahwa untuk saling membantu dan mendukung KEDUA BELAH PIHAK
dsl6a aplakavnakan semua kegiatan kelembagaan lainnya demi
kemajuan dan per*embangan Institusi.

d. Bahwa unn* lebih mendorong pembangrman pelaksanaan program bidang
pendidikan, peoelitian, dan pengaMian pada maslarakat, IAIN
Purwokerto telah melakukan kerjasama dengan Perguruan

Tinggi/tembaga dalam dan luar Negeri.



BAB I
I)ASAR HUKTJM

Pasal 1

I . Urdang-Undang Nomor 20 Tahun 2O03 Tentmg Sistem Pendrdilian Nasional.

2. Undant-UDdang l.{omor 49 'fa}run 2O09 tentang Kekuasaan Kehakiman-

3. Urdang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang P€ngrdilan Agarru.

1. Urdang-Undang l.Iomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendftlikan -l'inggi.

5. Keputsan Presideo Nornor I I l'ahun 1997 Tentang Pedirian STAIN.

6. Peralrran Presid€o Nomor 139 Tahun 2014 Tentang Perubahan STAIN
Purwokerto menjadi Institut Agama Islam Negieri (IAIN) Purwokerto

7. Keputsa Meateri Agama Republik Indonesia l.{omor 6l Tahun 2016

Tertanggal 2E Desernber 2016 tentang Statuta Irstitx Agama Islam Negeri
(IAIN) Purwok€rto

BABII
KETENTUANI]MT]M

Pasal 2

Dalam Naskah Kerjasama iru, yang dimaksud dengan:

1. Fakultas Syari'ah tnstitut Agama Islam Negeri Purwokerto adalah lembaga

yang mempunyai misi dan fimgsi di bidang pendftlikan.

2. ASBISINN (Asosiasi Bank Syariah Indonesie) DPW Barhngrnascakeb

adalah lem@a kerangan perbankan syariah yang berkantor di jalan Pramuka

124 Purwokerto.

3. D€kan Faf,'ultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto adalah

penanggung jawab pelaksanaan pendidikan di Fakultas Syari'ah Institut

Agama Islam Negeri Purwokerto.

4. K€tua DPW ASBISINDC Barlingurascakeb adalah jabatan kordinator di

lingl.:ungan Asosiasi Bank Syariah Indonesia Barlingmascakeb.

6. Pendidikan adalah usaha sadar yang teretrcana untuk mequjudkan suasana

belajar dan sebagai proses pembelajaran agar p€serta didik secara aktif
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5. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan instinrsi perguruan tinggi yang

meliputi pendiditan" penelitian dan pengabdian masyarakat.



meryerrbarrgkan potensr diritrya untuk memiliki kekuatan spiritual keagarnaan
diri, kepnbadian, kecerdasan, akhlak muliq serta k€ri?mpilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara-

E. PengaMian masyarakat mempunyai kegiaan yang memanfaatkan ilmu
pengetahum dalam ugaya meinberihn sumbangan demi kemajuan

9. Naskah Ke{asama antara Fakultas Syari'ah Institur Agama Islam Negeri
Purwokerto dengan ASBISINDO (Asosiasi Bank Syariah Indonesia) DPW
Barlingnascakeb bertujuan untuk menjalin kerjasama di bidang Pendidikan
dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, Alaeditasi Program
Study (PFodi) Fakultas Syari'ah Institut fuama Islam Negeri (IAIN)
Punvokerto serta kegiaan lainnya yang erat hubungannya dengan Tri Dharnra
Perguruan Tinggi.

10. Alaeditasi ialah pengakuan dan penilaian terhadap suatu lembaga pendidikan

tentang kelayakkarurya dan kinerjanya suatu lembaga pendidikan yang

dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Peguruan Tinggi (BAN-PT) yang

kemudian hasilnya berbenruk peningkatan kelayakan.

BAB III
RUANG LINGKT]P

Pasal 3
1. Ruang lingkup naskah kerjasama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma

Pergrnuan Tinggi dan Peningkaran Pelryanan di Fal-ultas Syari'ah Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerlo.

2. Pelaksanaan Ke{asama ini meliputi: Pendidikan dan PelatiharL Penelitian,

Pengabdian pada Masyarakat, akeditasi Program Study (Prodi) di Fakultas

Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Punvokerto, serta kegiatan

lainnya yang erat hubungannya dengan ke{asama. Adapun Pelaksanaan

Kojasama dilaksanakan sesuai dengan tata @ra yang disepakati oleh kedua

belah pibak.
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7. Penelitian adalah bagran dari kegiaan r*ademik pada Perpxruan Tinggi ylurg
m€tnpuyai kegiatan telaah kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran
dan atau mcnyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan hui<um.



4. Dalam pelaksanaan program seoriloka yang diselenggarakan oleh PIHAK
PERTAMA" maka PIHAK KEDUA bersedia berpartisipasi untuk mengirim
uttcen sebagai pese(a, panitia atau narastmber serniloka.

5. Ber&enaan &ngan Pelaksanaan Program yang drselenggarakaa olefr PIHAK
PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ksarra-sama
meojamin keamanan sdanra proses kegican tersebut berlangsung.

Pesal 4

Penyelenqgaraan

Penyeleaggaraan kerlasama yang disepakati PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA s€rta dikelola ole*r tim yang dihmjuk oleh masing-masing pihak.

BAB TV

DASAR PERJAN'JIAN KERJASAMA

Pasal 5
l. Srling mcnghormati dan saling menghargai kebebasan otonomi masing-

masing lembaga serta saling mengrmtungkan kedua belah pihak, dalam jalinan

kerjasama yang akan selalu dipelihara dan dikembangkan pada masa yang

akan datang.

2. Naskah kerjasama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepenting;an, hak

dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan dalam Naskah Kerjasama ini.

BABV
MAKSLTD DAN TUJUAN KERJASAMA
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3. Ddam batas-batas keuumpuan dan tanpa mengurangr tugas pokokny4 maka
masing-masing pilrah *an saling membantu dalarn melaksanakan program
kerjasama yang telah disepakdi dengan memanfaarkan sumber daya dan
fasilitas yang ada pada kedua belah pihak.

Bagian pcrtama
Maksud Kerjasama

Pasal 6



Maksud keqiarar;r:r inr adalah unh* menggalang kcbersamaan dan sinergi dala.rn

bidang Pendrdikan dan Pengajaraq Penelitian. PengaMian pada Masyarakar.
Alrcditasi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, scria kegiatan lainn),a yang erar
hubungannya dengan Tri Dharma perguruan Tinggr

Bagien Kedua
Tujuan Kerjasama

Pasal 7

I. Tujuan kerjasama ini adalah untuk:

a. Meningkatkan dan memupuk hubrmgan kelembagaan antar kedua belah
pihak dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, pengabdiarr

pada Masyarakat, Alaeditasi Fakultas Syari'ah IAIN pwwokerto, serta
kegiatan lainnya yang €rat hubungan dengan Tri Dharma perguruan

Tinggi.

b. Mengatur dan mengoptimalisasikan segala aspek menejemen petrgguuriul
sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kedrn
belah prhak untuk kepentingan pembangunan.

c. Mensinergikan pelaksanakaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan
pelaksanaan pembangrman hukum.

d. Meningkatkan pengetahuan dan kaerampilan civitas akademika PIHAK
PERTAMA di wilayah ke{a PIHAK KEDUA.

BABVI
HAKDANKEWAJTBAN

Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
Pasal 8

1. Hak-Hak Pihak Pertama:

a. Menetapkan topik ke{asa-ma sesuai dengan dibutuhkan.
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e. Bahwa untuk mendukung terwujudnya peningkatan kualitas FaLr tas

Syari'ah IAIN Purwokerto menjadi scbuah lembaga/institusi pendidikan

tinggi yang lebih baik dan maju lagi.



b. lr4enandatangani Na*ah kerjasarna

c. lv'tengkorelrsi atau memperbaiki dan atau m€ngherrutil kerjasa 1 ang
pelaksanaarmya tidak sesuai dengan Naskah kerjasama dengan rcrletrih
dahulu merrberitahukan kepada PIHAK KEDUA.

d. Iv{elaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pengajran, Penelrrran,

Pengabdian pada Masyarakat, mengajukan akeditasi k€pada BAN-P I',
serta k€giatatr lainnya yang eral hubungantrya dengan Tri l)harma
Pergunran Tirggi sesni dengan kesepakatan kedua belah pihak.

e. Menggunakan hasil penetitian ya-ng berupa dat4 informasi, dan arau
rekomendasi, prototipe, dan atau teknolcgi.

f Menerirna laponn hasil pelaksanaan kegiatan ke{asama dari PIIIAK
KEDUA.

2. Kewajiban PIIIAK PERTAMA:
a. Menjaga narna baik kedua belah pihak.

b. Menyusun rencrna kda bersama-sama dengan PIHAK KEDUA

c. Ikut meningkalkan mutu pelayanan PIHAK KEDUA (ASBISINDO
(Asosiasi Bank Syariah Indonesia) DPW Barlingmascakeb) sesuai dengan
ketentuan yang berlaku

d. Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan oleh kedua belah
pihak.

e. Melaksanakan ruang lingkup kegiatan dalam Naskah Kerjasama ini
sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, dengan sebaik-bailarya dan
membantu kelancaran pelaksanaannya, serta menyerahkan dokumentasi
laporan hasil pelaksanaan kegiatan keqasama kepada PIHAK KEDtr A

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

Pasal 9

1. IIak-Hak PIIIAK KEDUA

a. Memberikan masrkan dan saran terhadap topik penelitian dan
pengembangan, serta bimbingan dalam pelaksanaan kerjasama_

b. N4enandatangani Naskah KerjasarDa
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. ll€ngord$i rtar m€mperbaikr dan etau meryh€n0lao kerlasama yang

Flaksanaanqra tidak sesuai dengan Naskah Kerjasamq dengan terlebih
dahulu me,mberitahukan kepada PIHAK PERTAMA.

d Mendukung PIHAK PERTA\{A dalam proses pangajuan akreditasi
Program Studi (Prodi) di Fal-ultas Syari'ah Institut Agarna Islam Negeri
( IAIN) Purwokerto.

Sebagaimam tersebut dalam Pasal 3 ayat (6), bahwa PIHAK KEDUA
memberikm !jin, menyediakan fasilitas dan sarana yang kondusif. sumber

daya manusia (SDM), sena bimbingan yang diperlukan bagi PIHAK
PERTAMA yang disesuaikan dengan kemampuan PIHAK KEDtrA.

b. Membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pengajaran,

Penelitiarq Pengabdian pada Masyaraka! pengurusan Akreditasi serta

kegiatan laimya yang erat hubungatrnya dengan Tri Dharma Perguruan

Tinggi, serta mernberikan informasi atau data yatrg diperlukan dalam
pelaksanaan pelanjian kerjasama ini.

d. Manciptakan kondisi yang kondusif bagi terlaksananya kegiatan-kegiatan
kerjasama yang dilaksanakan PIHAK PERTAMI, sebagaimana tersebut
dalam Pasal 3 ayat (6) dan (7 ).

Bertanggung jawab sebagai pengelola dan pelaksana kepiatan dalam
Naskah Ke{asama ini, dalam wujud penyiapan materi, serra penyiapan
evaluasi.

BAB VTI
PETAKSANd{]\KEGIATAN

a

e

Pasal l0
l. Semua program dalam Naskah Kerjasama ini akan diatu dan dirinci

berdasadcan pasetujuan dan kesepakatar kedra belah piha( dengan
m<tgidsqhl€nufryarg takait di lingkmgm keda bdatr pilnk

2. PII{AK KEDUA rneny,odiakar dan trordayagrnakan sarana dan pmsarana yelg
t€rsedia urtuk pelalcanaan keeiatan di bida,g: pendidikan dan pengajararl
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3. Kewejiban PIIIAK KEDUA:

c. Bersama PIHAK PERTAMd mengkoordinasikan fEsilitas yang dimiliki
PIHAK KEDUA grma penyelenggaraan bimbingar



BAB VIII
PET,IBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang tinbul sebagar akibal pelaksanaan k{asama ini, menjadi tanggutg

iawab PIFIAK PERTAMA b€rdasa*m musyawarah rmtk merrcryai mufrkat dengan

PII{AK KEDUA Adq.n k€iatan*eg,atm di luan sepezti Pendidftst dm Pagajuil\
P€rditiarL Porgabdim pada Uaqramta, acreOimsi seda kegiatan lainnya yang erat

hubrmgarmya d€Dgar Tri Dharma Pogtruan Tinggi, rn€dadi unggng javmb pilrak

p€n8grma-

BAB IX
LAIN.LAIN KETENTUAN

Pasal 12

Kedudukan dan Status Naskah Kerjasama

Perelitim, Pengabdian paita \lasyaraka! akreditrsi Prograrn Srudi (Prodi) di

Fakulas Syari'ah Inslitut Agarna Islam Negeri (IAIN ) Put wokerto s€rta

kegiatm lainnya yang erat hubmgaonya @an Tri Dtrama Pogunran Tioggi'

ymg dilaksmakm PIHAK PERTAN{,{ di dalm wilardPHAK KI-I)IJA

3. Untuk meqiamin tercapainya tujuan kerjasma s€cara Qtimal, maka selarna

pdalsanam kegidar keiasana Uertanprg PITIAK PERT'\Iv{A der PIHAK

KEDUAs@abqsalru-sarnmuseodiri+endkibed<ewajibailrrrelaksaakm
pemfioam dm peogetdalian tslud4 pdalcmam kegien haft dminisrdif

mauprm tdois. Dimana hasilqva digunakan sebagai laporan sarana sistem

infrmasi mm':rnrn bagi kedua bdah pfialq s€rla grta petqtcataal program

kedasma@irrya.

4. Unnrk melaksanalcan kegiatan Naskatr Kerjasama ini, PIHAK PERTAMA

menrmjuk Fakultas Syari'ah Institu Agama Islam Negeri nrwo*ero s*agBi

kmdine.

l. Naskah Kerjasama ini merupakan acuan dalam pengambilan keputusan
atau kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.

2. Naskah Kerjasama ini mengikat kedua belah pihak.
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Pasal 13



Neskah Kerjasama ini tidak ::rengha.lalgi kedua belah pilrak untuk mengadakan
kerjasama dengan pihak lain diluar Naskah Ke{asama ini

Pasal 14

l. Aturan Tambahan
llal-bal yang belum jelas atau tidak cukup diatur dalam Naskah Kajasama ini,
akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secrira musyawarah untuk
mencapai mufakat dan basilnya akan dituarykan secara terluiis yang merupakau
addendun dari Naskah Kerjasama ini.

2. Keabsahan
Apabila dalam hal salah satu atau beberapa ket€ntuan, pasal atau ayat dalam
Naskah Ke{asama ini tidak bedaku, tidak sah atau Naskah Kerjasama ini tidak
berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan
hukum yang berlaku, maka ketentuan lain dal66 Naskah Kerjasama ini tetap
berlaku sah serta wajib untuk dilalcsanakan oleh para pihak.

1. Yang termasuk "keadaan memaksa" adalah sebagai berikut:
a. Bencana alam (gempa bumi, ranah long;sor dan banjt).

b. Kebakaran yang tidak disengaja atau bukan merupakan suatu kesalahan.

c. Perang, huru-hara pclitik, panogokan, pemberontakan dan wabah atau
epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langstrng dengan
kerjasama ini.

d. Kegagalan peneUrian yang bukan merupakan kegagalan pIHAK
PERTAMA maupun PIHAK KEDUA.

Pasal l6
Penyelesaian perselisihan

2. Apabila te{adi keadaaa memaksa sebagaimana tersebut pada ayat (l) di atas,
maka bagi pihak yang tertimpa keadaan memaksa harus memberitahukan
secara tertulis, paling larnbat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan
memaksa disertai bukti_bukri yang sah, denikian juga paaa waktu keadaanmemaksa berakhir
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Pasal 15
Keadaan Memaksa (Force Majeare)



l. Apabih e{rdi pcrselisitun dahnr pchfsmaan }iaslrh lkrjE.ntr ini mal(a
I€ilua bebb pituk afan menyelesailm secan mu+a*aroh unhdi mul-a} .

3- Apobib *eso muslanarah u$tul muhtst tidsk dapot meoychsaikan
persclisih:o, nlair kedur hehh piluk sclrdt l mmt ncnunjuk pt* lfuri:t
sebagai nedi.lor tsesan mcdiasi),

!. lhn apabila tidal mcncapri kcscpalisan melalui mediui. mata kcdu
lrlah pihal dalan hal ini dcrgnn sqala alibaurla memilih r.fipdr kedidnon
hutun lang tidal trrubah ps& tkmr iliBISIn'DO (Arcirri B..k
Sprbh ldor:rh) D?W B.rliry|r$erllb

Prs.1 17

Apabila lia:lah Ke?jnstrn! ini rc?&ryd \esalahat dur.arru \elclinra atan
dhinltx k muli drn dieap|an oleh tedua trchh pihah .

BAB X
Pf NT-TTJP

P&id lt

Dernikian \r5trh Kcrjas.ma ini dissErjui ihn rtitudarangaai okh kcdq trtah
pihak di Purxolfio @ hari dan umg80l ter$.:bu di atas dengan dihadiri dan
ditardstrngroi otclr salsi-saksi lang ditenal oteh Le&ra teUlr pihl 6atuttas
lf1'f ln*lrut Agana lslam ltegeri pur*okcno &n ASBISINDO (Asotiali
Bant Syariai lndooesial Dpl[ Barlingmaratcb.]. dihpr dalsn rs Utrg : t&s]
hcrmitrrai cukup yang masiog.,nasing mcmp.lnlei fckuaan huklrn lrng *rrrunok masing-ausirry pihai tFatuhas Slzri.ah lrxriot Agafirr,slam \eg€ri
rs'w*-okeno dan ASBISrNDO (Asosirsi Bank Slariah lnd(}'rsial Df,W
Bslingmasc*cb)

PIH,{li PERT,{.lt.-1

sl Atat"4H
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